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Perlindungan bagi pengungsi internasional secaralegal formal diatur dalam
Convention Relating to The Status of Refugees, 1951. Salah satu yang menjadi
prinsip dasar perlindungan pengungsi dalam konvensi adalah prinsip non-refoulement yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (1),
yaitu larangan pengusiran atau

pemulangan kembali para pengungsi/pencari suaka ke wilayah dimana mereka
mengalami persekusi. Prinsip ini jugatelah berkembang menjadi salah satu bentuk
juscogens. Australia adalah negara peratifikasi Konvensi 1951 dan menjadi negara
tujuan pengungsi, oleh karenaitu Australia wajib melaksanakan semua ketentuan
konvensi. Akan tetapi dalam beberapakasus Australiadinilai melakukan
pelanggaran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip tersebut.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dapat atau tidak penerapan

ketentuan prinsip non-refoulement dikecualikan oleh Australia dan kesesuaian
kebijakan pemerintah Australia dalam upaya penanggulangan pengungsi

internasional dengan pengaturan prinsip non-refoulement dalam Konvensi 1951.
Data penelitian didapatkan dengan menggunakan metode penelitian hukum

normatif, yaitu penelitian berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari bahan
kepustakaan berkaitan dengan ketentuan perlindungan pengungsi dalam Konvensi
Pengungsi 1951 khususnya prinsip non-refoulement. Data sekunder yang digunakan
diperoleh melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah Konvensi
1951 dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek pendlitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip non-refoulement tidak dapat
dikecualikan penerapannya oleh Australia meskipun dimungkinkan oleh Konvensi
1951. Dalam hal menyangkut dengan beberapa kebijakan dan tindakan
penanggulangan pengungsi, pemerintah Australia tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip
non-refoulement meskipun dirasa

bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

Disarankan untuk dilakukan perubahan pada Konvensi 1951 mengenai

kemungkinan dikecualikannyaprinsip non-refoulement karena bertentangan dengan
sifat juscogens yang melekat padanya, dan disarankan kepada lembaga urusan
pengungsi internasional  khususnya dalam hal ini UNHCR untuk bekerja lebih keras
dan tegas dalam memantau/mengawasi tindakan-tindakan negara berkaitan dengan
pemberian perlindungan bagi pengungsi atau pencari suaka sehinggatidak ada
kerugian yang ditimbulkan karenanya.



